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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut dari uraian 

pembahasan yang diberikan: 

1. Pri1nsip-pr1insip G1ood Co1orporate Governa1nce d1i Per1bankan Syar1iah 

Dalam pen1erapan G1ood Coorporate Go1vernance di perbankan syariah, ada 

beberapa hal yang menjadi kualitas penting dalam pelaksanaan Good 

Coorporate Governance, antara lain: 

a. Meningkatkan produktivitas, kelangsungan hidup, dan pemeliharaan 

suatu perusahaan. 

b. Meningkatkan legitimasi organisasi yang melakukan pengawasan secara 

terbuka, adil dan bertanggung jawab. 

c. Memahami da1n mengamankan ha1k d1an komitmen mitra. 

d. Metodologi terpadu yang bergantung pada standar yang adil, 

pengelolaan dan dukungan hierarki. 

e. Mengontrol situasi yang tidak dapat didamaikan yang mungkin muncul 

anta1ra pi1hak pr1insipal d1an spesialis. 

f. Membatasi pengeluaran mod1al de1ngan me1mberikan si1nyal po1sitif 

kepada pemasok mo1dal. 
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2. Instrumen Hukum Penerapan Go1od Cor1porate Gover 1nance Pa1da 

Perba1nkan Sya1riah 

Un1tuk menggarap pela1ksanaan G1CG di perb1ankan sya1riah seperti yang 

dilakukan oleh berbagai negara, ada beberapa yang ditekankan, khususnya 

premis halal yang merupakan premis perbankan syariah dalam menjalankan 

Good Coorporate Governance. 

B. Saran 

1. Untuk Perbankan Syariah: Untuk secara konsisten berpegang teguh pada 

standar Syariah (Islam) sehingga dana investasi aman dan terhindar dari 

pandangan negatif masyarakat yang secara konsisten menganggap ba 1nk 

sya1riah ti1dak j1auh be1da de1ngan b1ank konv1ensional dalam kaitannya dengan 

kebiasaan lainnya. 

2. Untuk peneliti selanjutnya : mengingat masih banyak pembahasan yang 

belum di bahas oleh penulis dalam penelitian ini terkait masalah yang 

cakupanya jauh lebih luas, maka penulis menyarankan bagi peneliti 

selanjutnya untuk sebaiknya meneliti tentang bagaimana dampak Ketika 

pri1nsip-prin1sip Go1od Corpo1rate Gove1rnance yang diselesaikan se1suai 

de1ngan pri1nsip atau standar ya1ng sah 
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